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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :   175/G/2010 /PTUN- JKT.

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam sengketa  anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I r .  ABDUL  HARIS  NAJAMUDIN,  kewarganegaraan   Indones ia ,  

peker j aan  Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo  yang  

dibe rhen t i k an  sementara ,  t empat  t i ngga l   d i  Ja lan  

Waranda  Maramis  No.  80  RT.2  RW.4  Kelurahan  Haledu laa  

Sela tan ,  Kecamatan  Kota ,  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

 Dalam sengketa  in i  member i  kuasa  kepada  Said ,  S.H. ,  Muh.  

Faisa l  Si lenang,  S.H,  dan  Muh.  Tala l  Achmad,  S.H,  

ket i ganya  warganegara  Indones ia ,  peker j aan   Advokat  dan  

Penasehat  Hukum pada  Kantor  Hukum Said ,  S.H  & Rekan,  

bera lamat  d i  Ja lan  Tamangapa  Raya  3  No.  14  Makassar ,  

berdasarkan  sura t  kuasa   khusus  te r t angga l  20  Nopember  

2010,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :
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MENTERI  DALAM NEGERI   REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  d i  

Ja lan  Medan Merdeka  Utara  Nomor  7  Jakar ta  10110.  Dalam 

sengketa   in i     member ikan    kuasa  khusus  kepada  Prof .  

Dr.  Zudan  Ari f  Fakrul loh ,  S.H. ,  M.H. ,   Drs.  Dody 

Riyatmadj i ,  M.M. ,  Erma Wahyuni ,  S.H. ,  M.Si . ,  S.  Aditya  

Wijaya ,  S.H. ,  Romualdo Manurung,  S.H. ,M.Hum. ,  R.Permel ia  

Fabyanne,  S.H. ,  M.H. ,   Wahyu Chandra,  S.H. ,  M.Hum dan 

Moh.  Yadi  Jayadi ,  S.H .   Kesemuanya  warga  negara  

Indones ia ,  peker j aan  sebaga i  Pejaba t  dan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  pada  Bi ro  Hukum Kementer i an  Dalam Neger i  Republ i k  

Indones ia ,  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  Nomor  :  

183/03 /SJ ,  te r t angga l  3  Januar i  2011,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT  ;   

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  175/PEN- DIS/2010 /PTUN- JKT,  tangga l  

30 Nopember  2010  ten tang  Penetapan  Pemer iksaan  Perkara  in i  

dengan Acara  Biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  Nomor  :  175/PEN/2010/PTUN- JKT,  tangga l  30 Nopember  

2010  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim  yang  

Memer iksa  dan  Memutus  sengketa  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  
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Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   Nomor  :  175/PEN- HS/2010/PTUN-

JKT,  tangga l  1 Desember  2010  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  

Pemer iksaan  Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - -  

- Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  maupun 

sura t - sura t  la i nnya  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  yang  

berperka ra  dipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l   29  Nopember  2010,  yang  d ida f t a r  d i  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada tangga l  29 Nopember  

2010,   dengan   Regis te r   perka ra   Nomor  :   175/G/2010 /  PTUN-

JKT,  dan  te l ah  dipe rba i k i  da lam s idang  pemer iksaan  pers i apan  

tangga l   23 Desember  2010,   Penggugat   mengemukakan   ha l - ha l  

sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek Sengketa  :

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  131.75  –  679  

Tahun  2010,  tangga l  8  September  2010  ten tang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  Goronta lo ,  

se lan ju t nya  d i  sebut   Obyek Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tenggang Waktu  :

Bahwa   Obyek  Sengketa   d i  ketahu i / d i t e r ima  oleh  Penggugat  

pada  tangga l  8  September  2010,  dan  te rh i t u ng  se jak  d i  

ketahu inya  Obyek  Sengketa  te rsebu t ,  sampai   dengan  di  

daf ta r kannya  gugatan  in i ,  masih  da lam  tenggang  waktu  

sebaga imana  yang  di  atu r  Pasa l  55  Undang- Undang No.  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Obyek  Sengketa  te rsebu t  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

karena  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  d i  ke lua rkan  oleh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  Penggugat ,  

sebaga imana  yang  dia tu r  da lam Pasal  1  but i r  9  Undang- Undang  

Nomor   51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  duduk  perkaranya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa Penggugat  mendaf ta r kan  di r i  secara  independen   sebaga i  

ca lon  Kepala  Daerah  berpasangan  dengan  H.Hamim Pou sebaga i  

ca lon  Waki l  Kepala  Daerah  pada  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

Kab.  Bone Bolango  Prop ins i  Goronta lo  yang  di  se lenggarakan  
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oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bone  Bolango  untuk  

per iode  2010  -  2015  dan  se lan ju tn ya  Penggugat  bersama 

dengan  pasangannya   mengiku t i  tahapan- tahapan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  ; - - -

Bahwa pada  tangga l  5  Ju l i  2010  pe laksanaan  pemungutan  suara  

di  laksanakan ,  12  Ju l i  2010  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bone  Bolango  te l ah  melakukan  rapa t  Pleno  

Penetapan  Pasangan  Calon  te rp i l i h  da lam  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  yang  

te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  No.  28/BA/VI I / 2 010  yang  di  

dasarkan  pada  rapa t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bone 

Bolango  tangga l  10  Ju l i  tahun  2010  ten tang  Rekap i t u l a s i  

Hasi l  Perh i t ungan  Suara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  Tahun  2010  dan  

menetapkan  pasangan  Penggugat  dan  H.Hamim Pou,    sebaga i  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone 

Bolango  te rp i l i h  da lam  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango   Tahun  2010.  Bahwa 

pada  tangga l  yang  sama ya i t u  tangga l  12  Ju l i  2010   Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bone Bolango  dengan  sura t  Nomor  :

10/KPU- BB/2010  Memutuskan  dan  menetapkan  Penggugat  bersama 

dengan  pasangannya  H.Hamim  Pou  sebaga i  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan ca lon  Waki l  Kepala  Daerah  te rp i l i h  da lam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  
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2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  penetapan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bone 

Bolango  te rsebu t  kepada  Penggugat  bersama  dengan  

pasangannya  H.  Hamim Pou  ,  pasangan  la i nnya  mengajukan  

gugatan  kepada  Mahkamah  Konst i t u s i  dan  di  putus  oleh  

Mahkamah  Konst i t u s i  pada  tangga l  12  Agustus  2010  yang  

menolak  gugatan  pasangan  la i n  yang  ka lah  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  16  Agustus  2010  Ketua  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  di  tanda tangan i  

o leh  Ketuanya ,   mengusu lkan  Pengesahan  Pengangkatan  

Penggugat  dan  pasangannya  H.Hamim  Pou,  kepada  Gubernur  

Goronta lo  dengan  Nomor  Sura t  :  170/DPRD-BB/140/2010  dan  

pada  tangga l  yang  sama dan  per i ha l  yang  sama ser ta  nomor  

sura t  yang  sama  demik ian  pula  s i f a t  sura tnya  sama- sama 

pent i ng ,  Pimpinan             Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  mengi r im  lag i  sura t   ke  

Gubernur  Goronta lo  te tap i  d i  tanda tangan i  o leh  Ketua  dan  

dua  orang  

waki l nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  19  Agustus  2010,  Gubernur  Goronta lo  

mengi r im  sura t  kepada  Terguga t  dengan  Nomor  :  

131/Pem/267/V I I I / 2 010  dengan             per i ha l  Usulan  

Pengesahan  Pengangkatan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  /  

Waki l  Kepala  Daerah  te rp i l i h  Kabupaten  Bone  Bolango  masa 
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jaba tan  2010-

2015  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  2  Mei  2007,  Penggugat  te l ah  di  te tapkan  

sebaga i  te rsangka  oleh  Kepala  Kejaksaan  Tingg i  Goronta lo  

sebaga i  pe laku  t i ndak  pidana  korups i  dan  di  bacakan  

dakwaannya  oleh  Jaksa  Penuntu t  Umum pada  tangga l  11  

Nopember  2008  ser ta  d i  putus  oleh   Pengad i l an  Neger i  

L imboto  pada  tangga l  6  Ju l i  2010  putusan  mana di  bacakan  

pada  har i  i t u  juga ,  dengan  sa lah  satu   amar  putusannya  

berbuny i   “menyatakan  te rdakwa  I r .  Abdul  Har is  Najamuddin  

(Penggugat )  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  

melakukan  t i ndak  pidana  “ko rups i ”  sebaga imana  d idakwakan  

dalam dakwaan subs ida i r  dan menja tuhkan  pidana  oleh  karena  

i t u  dengan  pidana            pen ja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun  

dan  6  (enam)  bulan  pen ja ra  ser ta  denda  sebesar  Rp.  

50.000 .000 .  Bahwa pada  har i  i t u  juga  ya i t u  tangga l  6 ju l i  

2010  Penggugat   menyatakan  band ing  dan  t i dak  pernah  d i  

lakukan  penahanan  mula i  dar i  peny id i kan  sampai  pada  

t i ngka t  band ing  

sekarang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  19  Agustus  2010  pula ,  Ketua  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  mengi r im  

sura t  kepada  Tergugat  dengan  per iha l  “Laporan  Hasi l  

Pemi lukada   Kabupaten  Bone  Bolango  dengan       Nomor  :  

170/DPRD-BB/142/2010”  yang  pada  in t i n ya  memohon  kepada  
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Tergugat  untuk  t i dak  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Pengesahan  dan Pelan t i k an  Penggugat  karena  Penggugat  sudah  

bers ta tus  te rp i dana  da lam  sebuah  kasus  dan  sudah  menjad i  

te rdakwa  t i ndak  pidana  korups i  untuk  kasus  yang  la i n  yang  

sekarang  sedang  dalam  tahap  penuntu tan  d i  Pengadi l an  

Neger i  

L imboto  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  27  Agustus  2010  Tergugat  yang  di  waki l i  

o leh  Di rek tu r  Jendera l  OTDA,  mengi r im  Formul i r  Ber i t a  

Nomor  :   T.180 /2418 /OTDA kepada  Gubernur  yang  pada  in t i n ya  

berbuny i  ”sehubungan  dengan  laporan  yang  kami  te r ima  

ten tang  permasa lahan  hukum ca lon  Kepala  Daerah  te rp i l i h  

Kabupaten  Bone  Bolango  Sdr .  I r .  Abdul  Har i s  Najamuddin  

dar i  DPRD Kabupaten  Bone  Bolango ,  bersama  in i  d i  minta  

kepada  saudara  Gubernur  pada  kesempatan  per tama  untuk  

melaporkan  permasa lahan  te rsebu t  d i  ser ta i  nomor  reg i s t e r  

perkara  dar i  

pengad i l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Bahwa pada  tangga l  27  Agustus  2010  pula ,  Gubernur  Goronta lo  

meminta  pen je lasan  kepada  Ketua  Pengad i l an  Neger i  L imboto  

ten tang  proses  perad i l an  yang  di  ja l an i  o leh  Penggugat  dan  

pada  tangga l  30  Agustus  2010  Ketua  Pengadi l an  Neger i  

L imboto  menindak  lan ju t i n ya  dengan  sura t  Nomor  :  W20-

U2/279/HK.01 /V I I / 2 010  dengan  per iha l  Penje lasan  yang  di  
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tu jukan  kepada   Gubernur  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  30 Agustus  juga ,  Waki l  Gubernur  Goronta lo  

mengi r im  sura t  kepada  Tergugat  d i  Jakar t a  dengan  Nomor  :  

100/Pem/603/V I I I / 2 010  dengan  per i ha l  Laporan   yang  

berbuny i ”  Memperhat i kan  sura t  Menter i  Dalam  Neger i  RI  

Nomor  T.180 /2418 /OTDA,  tangga l  27  Agustus  2010,  bersama 

in i  dengan  hormat  kami  sampaikan  laporan  mengenai  

permasa lahan  Sdr . I r . Abdu l  Har i s  Najamuddin  sesua i  sura t  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  L imboto              Nomor  :  W20-

U2/279/HK.01 /V I I / 2 010  tangga l  30  Agustus  2010  per iha l  

pen je l asan  yang  di  ser ta i  dengan  Nomor  Regis t r as i  perka ra ,  

(su ra t  ketua  Pengad i l an  di  maksud  te r l amp i r ) .  Demi  menjaga  

hal - ha l  yang  dapat  mengganggu  stab i l i t a s  keamanan  di  

Daerah ,  maka di  mohonkan  kepada  Bapak  Menter i  Dalam Neger i  

k i r anya  dapat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Tentang  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bone 

Bolango  masa jaba tan  2010- 2015  has i l  Pemi lukada  tangga l  5 

Ju l i  2010,  sesua i  pera tu ran  dan  perundangan  yang  ber laku .  

Demik ian  disampaikan ,  atas  perkenan  Bapak  Menter i  d i  

ucapkan  te r ima  

kas ih . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  30  Agustus  pula  kedua  Waki l  Ketua  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  ya i t u  Drs .  
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Yamin  Akuba  sebaga i  Waki l  maupun  sebaga i  Penas iha t  Fraks i  

Golkar  dan  Imran  Ahmad  SE,MM sebaga i  Waki l  maupun  juga  

sebaga i  penas iha t  Fraks i  PKNU,  bersama- sama dengan  Ketua  

Fraks i  Ampera  atas  nama  Amran  Musta fa  ST,  Seker ta r i s  

Fraks i  Bin tang  Keadi l an  atas  nama Yacob  Tangahu,  SH,  Ketua  

Fraks i  Hanura  atas  nama Nanjaya  Hulop i ,  SIP  dan Seker ta r i s  

Fraks i  Persa tuan  Pembangunan  atas  nama  Azan  Pio la ,  SH,  

mengi r im  sura t  kepada  Tergugat  dengan  Nomor  170/DPRD-

BB/156 /2010  dengan  s i fa t  pent i ng ,  dengan  lampi ran  

Klar i f i k a s i  Sura t  Ketua  DPRD Bone Bolango,  yang  menanggap i  

Sura t  Ketua  DPRD Bone Bolango  dr .Rus l yan to  Monoar fah  Nomor  

:  170/DPRD-BB/142/2010  tangga l  19  Agustus  2010  yang  

berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                   1.  Bahwa sura t  te r sebu t  

(su ra t  Ketua  DPRD  Bone  Bolango  

dr .Rus l yan to  Monoar fah  No:  170/DPRD-

BB/142 /2010  tangga l  19  Agustus  2010)  

hanya  di  buat  secara  sep ihak  oleh  Ketua  

DPRD  Bone  Bolango  (d r .Rus l yan to  

Monoar fah )  dan  tanpa  mela lu i  mekanisme 

Dewan  seh ingga  melanggar  Tata  Ter t i b  

Dewan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                   2.  Bahwa    DPRD 
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Bone      Bolango     menjun jung   t i ngg i  

supermas i  hukum  dan  mendukung  

sepenuhnya  langkah- langkah  Depar temen  

Dalam  Neger i  per iha l  has i l  pemi l i han  

umum Kepala  Daerah  Bone Bolango  tangga l  

5  Ju l i  2010  dan  has i l  putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  tangga l  12  Agustus  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                   3.  Demi  kepent i ngan  

stab i l i t a s  Daerah ,     maka  kami  mohon 

k i ranya  Bapak  Menter i  Dalam  Neger i  

secepatnya  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Pengesahan  dan  Pelan t i k an  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  te rp i l i h  yakn i  I r .  Abdul  

Har i s  Najamuddin  dan  H.Hamim 

Pou  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  8  September  2010  Penggugat  bersama 

pasangannya  H.Hamim  Pou,  di  sahkan  pengangkatannya  oleh  

Tergugat  dengan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  131.75  – 677 Tahun  

2010  sebaga i  Bupat i  Bone Bolango  Masa Jabatan  Tahun 2010  –  

2015  dan  kepadanya  di  ber i kan  gaj i  pokok ,  tun jangan  

Jabatan   ser ta  tun jangan  la i nnya  sebaga i  Bupat i  sesua i  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan,  bersamaan  dengan  

pengesahan  pemberhent i an  dengan  hormat  Saudara  Drs .  Ismet  

Mi le ,  MM dar i  jaba tannya  sebaga i  Bupat i  Bone Bolango  Masa 
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jaba tan  Tahun  2005  –  2010,  te rh i t u ng  se jak  berakh i r  masa 

jaba tannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  8  September  2010  pula ,  Penggugat  d i  

berhen t i k an  sementara  oleh  Terguga t  dar i  jaba tannya  

sebaga i  Bupat i  sebaga imana  yang  te rcan tum  dalam  Obyek  

Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  Pemberhent i an  Sementara  te rsebu t ,  Penggugat  

sangat  d i  rug i kan  baik  mater i l  maupun  inmate r i l  karena  

te lah  mengiku t i  tahapan- tahapan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

dengan tenaga  dan biaya  yang re la t i f  besar  ; - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  har i  Sabtu   tangga l  18  September  2010  te rhadap  

Penggugat  dan  Waki lnya  ya i t u  H.  Hamim Pou    d i  lakukan  

pengambi l an  Sumpah  Jabatan  dan  d i  sahkan  sebaga i  Bupat i  

Bone  Bolango  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  

131.75  –  677   dan  d i  lan t i k  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomor  :   131.75  –  677    dan  Keputusan  Tergugat  

Nomor  :132 .75  –  678  Tahun  2010  dalam   Sidang  Par ipu rna  

Is t imewa  DPRD  Kabupaten  Bone 

Bolango  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  te tap   d i  lakukan  pengambi l an  

Sumpah dan Pelan t i k an  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Bone Bolango  

dalam  Sidang  Par ipu rna  Is t imewa  DPRD  Kabupaten  Bone 

Bolango  maka  Penggugat  menja lankan  tugas  dan  fungs inya  
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sebaga i  Bupat i  dan  melakukan  akt i f i t a s  di  kanto r  Bupat i  

Bone  Bolango  se jak  pelan t i k annya  pada   tangga l  18  

September  2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada tangga l  21 September  2010 Seker ta r i s  Daerah  dengan  

atas  nama  Gubernur  melaporkan  pelan t i k an  Penggugat  dan  

Waki lnya  sebaga i  Bupat i    kepada  Tergugat  dengan  sura t  

Nomor  :  131/Pem/1629/ IX /2010  per iha l  :  Laporan  Pelan t i k an  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bone 

Bolango  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  8  November  2010  Tergugat  mengeluarkan  

sura t  Nomor  :  131.75 /3225 /OTDA  yang  di t u j u kan  kepada  

Gubernur  Goronta lo  dengan  per iha l  Pemberhent i an  Sementara  

Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo  yang  d i  

tanda tangan i  o leh  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  a.n .  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - -          

Bahwa  pada  tangga l  10  November  2010  berdasarkan  Sura t  

Gubernur  Goronta lo  Nomor:  188.42 /Pem/281/X I / 2010  Per iha l  :  

Penegasan  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  yang  di  tu jukan  

kepada  Waki l  Bupat i  Bone  Bolango ,  Waki l  Bupat i  Bone 

Bolango  mengambi l  a l i h  Tugas,  kewaj i ban  dan tanggung  jawab  

sebaga i  pe laksana  tugas  Bupat i  Bone 

Bolango  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Bahwa  obyek  sengke ta  te rsebu t  te lah  ber ten tangan  

dengan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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                a.  Peratu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  6  Tahun  2005  Pasa l  126  ayat  2  yang  berbuny i  

“Proses  pemberhant i an  sementara  Kepala  Daerah  

dan/a tau  Waki l  Kepala  Daerah  sebaga imana  yang  di  

maksud  pada  ayat  (1 ) ,  d i  lakukan  apab i l a  berkas  

perkara  dakwaan  melakukan  t i ndak  pidana  Korups i ,  

te ro r i sme ,  makar  dan/a tau  t i ndak  pidana  te rhadap  

keamanan  Negara  te l ah  di  l impahkan  ke  Pengad i l an  

dan  dalam  proses  penuntu tan  dengan  di  bukt i kan  

reg i s t e r  perkara ” ,  dida lam  pen je lasan  ayat  (1 )  d i  

je l askan  bahwa “yang  dimaksud   dengan  didakwa dalam 

keten tuan  in i  ada lah  berkas  perkaranya  te lah  di  

l impahkan  ke  pengad i l an  dalam  proses  penuntu tan ” ,  

karena   Penggugat  pada saat  d i  sahkan  dan di  lan t i k  

menjad i  Bupat i  sebaga imana  di  sebutkan  dalam  poin  

12   d i  atas ,   prosesnya  di  Pengad i l an  Neger i  

l imbo to  bukan  lag i  da lam  proses  penuntu tan  

mela inkan  sudah  proses  band ing     sebaga imana  yang  di  

sebutkan  pada  poin   6  di  atas  dimana  Penggugat  

te lah  menyatakan  banding  pada  tangga l  6 Ju l i  2010,  

da lam  ha l  in i  berkas  perkara  dakwaan    Penggugat  

di l impahkan  dan  di  cata t  berkas  perkaranya  pada  

reg i s t e r  perkara  di  Pengadi l an  Neger i  L imboto  untuk  

didakwa  dan  di t un tu t ,  sebe lum  Penggugat  diangka t  

dan  di l an t i k  menjad i  Bupat i  Bone  Bolango .  Bahwa 

seharusnya  Terguga t  t i dak  mempergunakan  

pemberhent i an  sementara  kepada   Penggugat  
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sebaga imana  yang  di  atur  da lam Pasa l  126  ayat  (1 )  

dan  ayat  (2 )  karena  proses  yang  d i  a lami  oleh  

Penggugat   sudah  proses  band ing  dan  proses  

penuntu tannya  sudah  lewat  seh ingga  yang  leb ih  tepa t  

ada lah  penerapan  Pasa l  127  ayat  3  ya i t u  apab i l a  

sudah  ada  putusan  pengad i l an  yang  te lah  mempunya i  

kekuatan  hukum  te tap  yang  menyatakan  Penggugat  

melakukan  t i ndak  pidana  korups i ,  maka  Tergugat  

memproses  pemberhent i an  Penggugat .  Bahwa pemahaman 

Tergugat  te rhadap  Pasa l  31   ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  32 Tahun  2004  jo .Pasa l  126 ayat  (1 )  dan  ayat  

(2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  

sebaga imana  yang  di  jad i kan  dasar  per t imbangan  oleh  

Tergugat  pada  huru f   b  da lam  Obyek  sengketa  

menyatakan  “Kepa la  Daerah  dan/a tau  Waki l  Kepala  

Daerah  d i  berhen t i kan  sementara  oleh  Pres iden  tanpa  

mela lu i  usu lan  DPRD karena  d i  dakwa  melakukan  

t i ndak  pidana  korups i  dan  berkas  perkaranya  te l ah  

di  l impahkan  ke  pengad i l an  dalam proses  penuntu tan  

dengan  di  bukt i kan  reg i s t e r  perkara  “ada lah  sangat  

ke l i r u  karena  yang  memberhent i kan  Bupat i  bukan lah  

Pres iden  te tap i  o leh  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  

usu lan  Gubernur  sebaga imana  yang  di  je l askan  dalam 

Pasa l  126  ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 

Tahun  2005,  dan   kenya taannya  yang  memberhent i kan  

sementa ra  Penggugat  ada lah  Menter i  da lam  Neger i  

(Terguga t ) ,  bukan  Pres iden .  Bahwa  yang  
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diberhen t i k an  oleh  Pres iden  ada lah  Gubernur  mela lu i  

usu lan  Menter i  Dalam  Neger i  sebaga imana  yang  di  

je l askan  dalam  ayat  (3 )  Pasa l  126  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor 6 Tahun 2005 ; - - - - - - -

       b.  Obyek  sengke ta  te rsebu t  te l ah  menyimpan  dar i  

prosedur  yang  harus  d i t e t apkan ,   karena  di  samping  

Penggugat  di  berhen t i kan  sementa ra  pada saat  proses  

perkaranya  sudah  tahap  band ing  ser ta  d i  dakwa /  d i  

tun tu t  dan  te rca ta t  reg i s t e r  perkaranya  sebe lum 

diangka t  dan di  lan t i k  menjad i  Bupat i  Bone Bolango ,  

juga  yang  di  jad i kan  dasar  usu lan  oleh  Tergugat  

ada lah  sura t  Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  

100/Pem/603/V I I I / 2 010  te r t angga l  30  Agustus  2010  

(po in  10) ,  ha l  mana sura t  te rsebu t   bukan  Gubernur  

yang  mengusu lkan  sebaga imana  yang  di  te tapkan  dalam 

Pasa l  162  ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  6  Tahun  2005  mela inkan ,  d i  

usu lkan /d i l a po r kan /d i t a nda tangan i  o leh  Waki l  

Gubernur ,  dan  in t i  buny i  dar i  sura t  te rsebu t  

sebenarnya  “memohon  kepada  Terguga t  k i r anya  dapat  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  ten tang  Pengesahan  

Pengangkatan  Penggugat ”  seh ingga  dengan  demik ian  

Tergugat  juga  te l ah  melakukan  kesewenang- wenangan  

( wi l l e keu r )  dan menyimpan dar i  na la r  yang  sehat  dan  

asas  kepas t i an  hukum   karena  te rnya ta  tangga l  

obyek  sengketa  sama dengan  tangga l  pengangkatan  dan  

pengesahan  Penggugat  (po in  12  dan  13)  ya i t u  sama-
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sama  te r t angga l  8  September  2010,  demik ian  pu la  

permin taan  pen je lasan  yang  dimin ta  o leh   Gubernur  

dar i  Pengad i l an  Neger i  L imboto  untuk  di j ad i kan  

dasar  pemberhent i an  Penggugat  oleh  Tergugat  (po in  

9) ,  te tap i  jus t r u  yang  melaporkan  kepada  Terguga t  

ada lah  Waki l  Gubenur  dengan  lampi ran  sura t  dar i  

pengad i l an  (po in  10)  adalah  merupakan  suatu  hal  

yang  t i dak  masuk  na la r  yang  sehat .  Demik ian  pula ,  

ha l  yang  menyimpan  dar i  na la r  yang  sehat  dan  asas  

kepast i an  hukum karena  te rnya ta  Penggugat  te tap  

di l an t i k  dan  disumpah  se laku  Bupat i  Bone  Bolango  

dan  di l apo rkan  kepada  Tergugat  pada  saat  Penggugat  

sudah  dibe rhen t i k an  sementa ra  dan  masih      sempat  

menja lankan  tugas  dan  fungs inya  sebaga i  Bupat i  

te rh i t u ng  se jak  di  lan t i k  sampai  pada  tangga l  10 

November  2010  (po in  15,  16  dan  

17) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      c.  Bahwa  obyek  sengketa  te rsebu t ,   juga  

ber ten tangan  dengan  Asas  Kecermatan  Formal  karena  

nampak  ket i dak j u j u r an / asas  fa i r  p lay  karena  pada  

waktu  mempers iapkan  keputusan  te rsebu t ,  Tergugat  

be lum mempero leh  gambaran  yang  je l as  mengenai  semua 

fak ta  yang  re levan  maupun  semua  kepent i ngan  yang  

te rsangku t ,  ha l  in i  te r l i h a t  misa lnya ,  sura t  yang  

di  k i r im  oleh  Ketua  DPRD kepada  Terguga t  (po in  7)  

d imana  Sura t  te rsebu t  sebenarnya  menjad i  awal  d i  
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prosesnya   obyek  sengketa   karena  dengan  sura t  

te rsebu t  Tergugat  yang  di  waki l i  o leh  Di rek tu r  

Jendera l  OTDA mengi r im  Formul i r  Ber i t a  Nomor  :  

T.180/2418 /OTDA kepada  Gubernur  (po in  8) ,  padaha l  

dar i  i s i  sura t  Ketua  DPRD te rsebu t  mengandung  

ket i dak  benaran  karena   t i dak  sesua i  dengan  apa  

yang  di  je l askan  oleh  pengad i l an  Neger i  L imboto  

sebaga imana  yang  te rmuat  da lam  sura t  laporannya  

Nomor  :  W20-U2/279/HK.01 /V I I / 2 010 .  Bahwa  Sura t  

Ketua  DPRD te rsebu t  juga  sudah  di  bantah  dan  t i dak  

dibenarkan  oleh  kedua  Waki lnya  bersama  beberapa  

Ketua /Seker t a r i s  Fraks i  (po in  11)  dan  sebe lumnya  

Ketua  DPRD te rsebu t  te l ah  mengi r im  Sura t  Usulan  

Pengesahan  /  Pengangkatan  Penggugat  kepada  Gubernur  

ba ik  yang  di  tanda tangan i  send i r i  maupun  yang  di  

tanda tangan i  bersama  dengan  ke  dua  Waki lnya  (po in  

4) .  Demik ian  pula  apab i l a  di  cermat i  tangga l  dan  

waktu  persura tan  dalam  proses  te rb i t n ya  obyek  

sengketa  sangat  te rgambar  ket i dak  

ju j u r an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

Bahwa  dar i  ura ian - ura ian  pada  poin  19  dia tas  sudah  sangat  

nampak  dan  je l as  bahwa  Tergugat  te l ah  membuat  suatu  

keputusan  (obyek  sengketa )  yang  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  dan  asas- asas        umum 

pemer in tahan  yang  baik  sebaga imana  yang  di  je l askan  dalam 

Pasa l  53  ayat  2  huru f  a  dan  b   Undang- Undang  No.9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atas   Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  
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1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena   obyek  sengketa ,   ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  seh ingga  bers i f a t  melawan  hukum 

maka  sangat  kuat  a lasan  untuk  menyatakan  keputusan  

te rsebu t  ada lah  bata l  atau  t i dak  sah  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Permohonan  Penundaan  :

Bahwa sebaga imana  yang  di  atu r  da lam Pasal  67  Undang- Undang  

No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

dengan  in i  Penggugat  mengajukan  Permohonan   penundaan  

pelaksanaan  obyek  sengketa ,  karena  menginga t  da l i l - da l i l  

gugatan  Penggugat  sangat  bera lasan  dan  obyek  sengketa  

te rsebu t  sangat  merug ikan  penggugat  dan  t i dak  akan  mungkin  

dapat  d i  perba ik i  lag i  j i k a  obyek  sengketa  te rsebu t  te tap  

di  laksanakan  sampai  proses  gugatan  in i  se lesa i  d i  t i ngka t  

kasas i  d i  Mahkamah Agung,  karena  masa jaba tan  Bupat i  da lam 

hal  in i  Penggugat  hanya   Masa  Jabatan  2010  –  2015,  

sementa ra  waktu  untuk  proses  perad i l an  sampai  t i ngka t  

Mahkamah Agung  bisa  meleb ih i  dar i  masa jaba tan  Penggugat .  

Sela in  i t u  pula  permohonan  penundaan  pelaksanaan  in i  

sangat  mendesak  karena  masyaraka t  dan  apara t  Pemer in tahan  

Kabupaten  Bone  Bolango  t i dak  menghendak i   H.  Hamim Pou 
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sebaga i  Waki l  Bupat i  yang  melaksanakan  tugas  dan kewaj i ban  

Bupat i  Bone  Bolango ,  seh ingga  saat  sekarang  in i  te r j ad i  

ket i daks tab i l a n  Pemer in tahan  Daerah  karena  Masyaraka t  

Kabupaten  Bone  Bolango  se jak  diambi l  a l i hnya  tugas  dan  

fungs i  Bupat i  o leh  Waki l  Bupat i ,  ser i ng  melakukan  unjuk  

rasa  menolak  kepemimpinan  Waki l  Bupat i .  Demik ian  pula  

apara t  Pemer in tahannya  banyak  yang  melakukan  mogok  ker j a  

( t i d ak  masuk  kanto r ) .  Bahwa peno lakan  Masyaraka t  te rhadap  

kepemimpinan  Waki l  Bupat i  te r l i h a t  da lam pernya taan  s ikap  

yang  di  buat  o leh  semua  Kepala  Desa  bersama  Ketua  Badan 

Permusyawara tan  Desa  dan  Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  

Masyaraka t  se- Kabupaten  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo  

ser ta  beberapa  Kepala  

Kecamatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Berdasarkan  dar i  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  kami  

mohon         kehadapan  Maje l i s  Hakim Yang Mul ia  agar  k i r anya  

menja tuhkan  putusan   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan :

Mengabulkan  permohonan  penundaan  pe laksanaan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  131.75  – 679  Tahun  

2010,  tangga l  8  September  2010  ten tang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo ,   sampai  

dengan  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  dalam perkara  
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in i   mempero leh   kekuatan  hukum  te tap  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok   Perkara  :

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam   Neger i    Nomor  :  131.75  –  679  Tahun  2010  

tangga l  8  September  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  

Goronta lo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  131.75  – 679  Tahun  2010  

tangga l  8  September  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  merehab i l i t a s i  hak- hak  

Penggugat  sebaga i  Bupat i  Bone  Bolango  te rp i l i h  

seper t i  semula  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  semua biaya- biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  te lah  mengajukan  jawaban  te r t u l i s  te r t angga l  

13  Januar i  2011  dalam  pers idangan  tangga l  13  Januar i  2011,  

yang  pada pokoknya   sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Bahwa Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l  Penggugat  kecua l i  yang  

secara  tegas  diaku i  da lam  Jawaban  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Kabur /Ke l i r u / T i d ak  Je las .  (Obscure  

Libe lum)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  Tergugat  membaca  dan  mempela ja r i  subs tans i  

gugatan  Penggugat ,  maka  dalam  jawaban  in i  per lu  Tergugat  

tegaskan  subs tans i  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  adalah  

kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as ,  ha l  in i  dapat  Terguga t  sampaikan  

dengan  per t imbangan  dan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  t i dak  je l as  mendal i l k an  hubungan  anta ra  

pos i t a  dengan  pet i t umnya  bahkan  te r j ad i  inkos i s t ens i  anta ra  

pos i t a  dengan  pet i t umnya .  Hal  in i  dapat  d i l i h a t  dar i  

gugatan  Penggugat  pada   pos i t a  angka  23,  Penggugat  

mengajukan  permohonan  penundaan  pelaksanaan  ob jek  sengketa ,  
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sedangkan  dalam  pet i t um  angka  2  Penggugat  memohon 

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  131.75- 679   Tahun  2010  tangga l  8 

September  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  Bone 

Bolango  Prov ins i  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  argumentas i  dan fak ta  hukum di  atas ,  maka sudah  

cukup  bera lasan  hukum apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perkara  a  quo  untuk  menyatakan  gugatan  

Penggugat  d i t o l a k  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  Gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  apa  yang  te rmuat  da lam  ekseps i  merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  dengan  bag ian  dalam 

pokok  perkara  in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa memang benar  Tergugat  mengeluarkan  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  131.75- 679   Tahun  2010  Tangga l  8 

September  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  

Bone Bolango  Prov ins i  Goronta lo ; - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  dalam  halaman  6  angka  20  huru f  a  yang  

menyatakan  objek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  
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ber ten tangan  dengan  Pasa l  126 ayat  (2 )  PP Nomor  6 Tahun  

2005. ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pernya taan  Penggugat  te r sebu t  ada lah  t i dak  benar  dan  

ke l i r u  karena  Penggugat  hanya  mempergunakan  Pasal  126  

ayat  2  yang  menguntungkan  Penggugat  dan  menafs i r kan  

keten tuan  Pasal  126 ayat  (2 )  te rsebu t  tanpa  memperhat i kan  

keten tuan  ayat  se lan ju t nya  dalam hal  in i  keten tuan  Pasa l  

126  ayat  (4 )  yang  menyatakan  “berdasarkan  bukt i  reg i s t e r  

perkara  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (2 ) ,  Menter i  Dalam 

Neger i  memberhent i kan  sementara  Bupat i  /a tau  Waki l  

Bupat i ,  Wal iko ta  dan/a tau  Waki l  Wal iko ta  mela lu i  usu lan  

Gubernur ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  pada  saat  d i l an t i k  menjad i  Bupat i  Bone 

Bolango  perkaranya  te l ah  dipu tus  di  Pengadi l an  Neger i  

L imboto  dan  sedang  da lam proses  band ing  ada lah  merupakan  

bukt i  sempurna  yang  t i dak  per lu  dibuk t i k an  lag i  da lam 

pers idangan  in i .  Sebelum dan  pada  saat  d i l an t i k  sebaga i  

Bupat i  Bone  Bolango  Penggugat  te lah  bers ta tus  sebaga i  

Terdakwa  da lam  perkara  t i ndak  p idana  

korups i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada  ha laman  6  angka  20  huru f  a  yang  

mendasarkan  pada  keten tuan  Pasal  31  ayat  (1 )  UU No.32  
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Tahun  2004  jo  Pasa l  126  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )   PP No.6  

Tahun  2005  adalah  t i dak  berdasarkan  hukum,  d ika renakan  

sta tus  Penggugat  da lam  perkara  a  quo  sebe lum  di l an t i k  

sebaga i  Bupat i  te lah  bers ta tus  sebaga i  Terdakwa,  maka 

keten tuan  pasa l  te rsebu t  d ia tas  t i dak  bisa  di te r apkan  

dan  baru  bisa  di te rapkan  sete lah  Penggugat  bers ta tus  

sebaga i  Bupat i  Bone 

Bolango  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada  ha laman  6  angka  20  huru f  a,  d imana  

Penggugat  te l ah  ke l i r u  membaca makna Pasal  127  ayat  (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  karena  da lam 

perkara  in i  yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  ada lah  

pemberhent i an  sementara  Bupat i  Bone  Bolango ,  sedangkan  

Pasa l  127  ayat  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  6  Tahun  2005  

ada lah  mengatu r  mengena i  pemberhent i an  secara  def i n i t i f ,  

bukankah  Penggugat  baru  d iberhen t i k an  sementara  ? mohon 

Penggugat  membaca  dengan  te l i t i  ob jek  sengketa  bahwa 

mengenai  s iapa  yang  harus  memberhent i kan  sementa ra  

Bupat i  yang  bers ta tus  sebaga i  Terdakwa  dia tu r  da lam 

Pasa l  126  ayat  (4 )  yang  menyatakan  bahwa  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  dan  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  dibe rhen t i k an  

sementa ra  oleh  Menter i  Dalam  Neger i ,  in i pun  sesua i  

dengan  Keputusan  Terguga t  a  quo  yang  di tandangan i  o leh  

Menter i  da lam 

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  pada  

halaman  6  angka  20  huru f  a  yang  menyatakan  bahwa 

“ . . . p emahaman  Tergugat  te rhadap  Pasa l  31  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  32 Tahun 2004  jo  Pasa l  126 ayat  (1 )  

dan  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  

sebaga imana  yang  di j ad i kan  dasar  per t imbangan  oleh  

Tergugat  pada  huru f  b  da lam  objek  sengketa  

menyatakan . . . . . . . . . a d a l ah  sangat  

ke l i r u ” ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Pernya taan  Penggugat  te rsebu t  ada lah  t i dak  benar  dan  

ke l i r u  karena  dican tumkannya  huru f  b  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  da lam  per t imbangan  

penerb i t an  objek  gugatan  da lam perkara  a quo  pada  huru f  

b  dimaksudkan  untuk  memberhent i kan  sementara  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  te rmasuk  Penggugat  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Bupat i  Bone  Bolango  yang  te l ah  

bers ta tus  sebaga i  Terdakwa,  dan  da lam  ha l  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  melakukan  t i ndak  p idana  

korups i  maka   t i dak  per lu  adanya  usu lan   dar i  DPRD 

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  126  ayat  (1 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  6  Tahun 

2005 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  dengan  tegas  menolak  dal i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada ha laman 7 huru f  b yang  menyatakan  “ob jek  

sengketa  te rsebu t  te l ah  menyimpan  dar i  prosedur  yang  
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harus  di te t apkan ” ,  ada lah  pernya taan  yang  t i dak  benar  

dan  mengada- ada  karena  Tergugat  t i dak  pernah  menyimpan  

prosedur  sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat .  Dar i  kata  

“ . . .meny impan  prosedur . . . ”  hampi r  d ipas t i k an  bahwa 

Penggugat  t i dak  membaca  pera tu ran  perundang- undangan,  

karena  apa yang  dimaksud  kata  “ . . .meny impan  prosedur . . . ”  

da lam  perkara  

in i ?  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  je l askan  kepada  Penggugat ,  penerb i t an  

Keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  gugatan  

dalam  perkara  a  quo  merupakan  penetapan  yang  te l ah  

mela lu i  prosedur  hukum  yang  dalam  hal  in i  dapat  

d ibuk t i k an  bahwa  sebe lum  penerb i t an  Keputusan  Tergugat  

yang  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  gugatan  da lam  perkara  a 

quo,  te r l eb i h  dahu lu  Waki l  Gubernur  Goronta lo  

menyampaikan  sura t  Nomor  100/Pem/603 /V I I I / 2 010  tangga l  

30  Agustus  2010  yang  d i t u j u kan  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  per iha l  Laporan  yang  anta ra  la i n  ber i s i  “ laporan  

mengenai  permasa lahan  Saudara  I r .  Abdul  Har i s  

Nadjamudin  sesua i  sura t  Ketua  Pengadi l an  Neger i  L imboto  

Nomor  :  W20-U2/279 /HK.01 /V I I I / 2 010  tangga l  30  Agustus  

2010  per iha l  penje l asan  yang  d ise r t a i  dengan  Nomor  

Regis te r  Perkara .  Selan ju tnya  demi  menjaga  hal - ha l  yang  

dapat  menggangu  stab i l i t a s  keamanan  di  daerah ,  maka  

dimohonkan  kepada  Bapak  Menter i  Dalam  Neger i  Sura t  

Keputusan  ten tang  Pengesahan  dan  Pengangkatan  Bupat i  

Halaman 27 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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dan  Waki l  Bupat i  Bone  Bolango  2010- 2015  has i l  p i l kada  

2010  sesua i  pera tu ran  dan  perundangan  yang  ber laku ” .  

Dar i  i s i  sura t  te r sebu t  d i  atas ,  pada  in t i n ya  

melaporkan  sta tus  ca lon  Bupat i  Bone  Bolango  te rp i l i h  

te l ah  bers ta tus  sebaga i  te rdakwa  da lam  t i ndak  p idana  

korups i  dengan  menunjuk  sura t  Ketua  Pengad i l an  Neger i  

L imboto  Nomor  W20-U2/279/  HK.01/  VI I I / 2 010  tangga l  30 

Agustus  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Hal  in i  menandakan  bahwa  Terguga t  da lam  menja lankan  

tugas  dan  fungs inya  dalam  menerb i t kan  ob jek  gugatan  a  

quo  te lah  mela lu i  prosedur ,  mekanisme  dan  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  atau  dengan  

kata  la i n  Tergugat  t i dak  dalam  pos is i  on  rechmat ige  

overhe idsdaad . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada  ha laman 7 huru f  c  yang  menyatakan  bahwa 

“ob jek  sengke ta  te rsebu t ,  juga  ber ten tangan  dengan  asas  

kecermatan  fo rma l  karena  nampak  ket i dak  ju j u r an  asas  

fa i r  p lay  . . . . . . . . . .  

dst ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  dal i l  Penggugat  jus t r u  membukt i kan  bahwa  bukan  
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Tergugat   yang  t i dak  ju j u r  akan  te tap i  Penggugat  atau  

kuasa  hukumnya  yang  t i dak  ju j u r  bahkan  te rkesan  p l i n  

plan ,  karena  dalam  gugatan  angka  20  huru f  a  Penggugat  

mengaku i  bahwa  Penggugat  te l ah  bers ta t us  sebaga i  

Terdakwa  dalam  perkara  korups i  sebe lum  dan  pada  saat  

Penggugat  di l an t i k  sebaga i  Bupat i  Bone  Bolango  bahkan  

hingga  sekarang ,  d i l a i n  pihak  pada  dal i l n ya  pada  angka  

20  huru f  c  Penggugat  menyangka l  dengan  alasan  seo lah -

olah  sura t  yang  dik i r im  Ketua  DPRD t i dak  benar  dan te lah  

diban tah  oleh  dua  Waki l  Ketua  DPRD dan Pimpinan  Fraks i .  

Sura t  Ketua  DPRD memang menjad i  awal  d ike tahu inya  sta tus  

Penggugat  sebaga i  Terdakwa  dan  te rnya ta  dibenarkan  oleh  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  L imboto  bahkan  te lah  diaku i  

secara  tegas  oleh  Penggugat  send i r i .  Bantahan  atau  

apapun  namanya  te rhadap  sura t  Ketua  DPRD Kabupaten  Bone 

Bolango  yang  je l as  t i dak  merubah  sta tus  Penggugat  

sebaga i  Terdakwa  dalam  perkara  t i ndak  pidana  korups i ,  

karena  i t u  pemberhent i an  Sementara  Penggugat  sebaga i  

Bupat i  Bone Bolango  ada lah  sah  menuru t  hukum dan karena  

i t u  da l i l  Penggugat  pada  angka  20  huru f  c  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l   Penggugat  pada  

halaman 8 angka  21 yang menyatakan  bahwa “Terguga t  te lah  

membuat  sura t  Keputusan  (ob jek  sengketa )  yang  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  dan  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ” ; - - - - - - - -

Halaman 29 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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Pernya taan  Tergugat  te rsebu t  d i  atas  t i dak  berdasarkan  

hukum karena  penerb i t an  objek  gugatan  da lam  perkara  a 

quo merupakan  implementas i  dar i  keten tuan  Pasa l  126 ayat  

(4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005   yang  

menyatakan  ”berdasarkan  bukt i  reg i s t e r  perkara  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (2 ) ,  Menter i  Dalam Neger i  

memberhent i kan  sementa ra  Bupat i  dan/a tau  Waki l  Bupat i ,  

Wal iko ta  dan/a tau  Waki l  Wal iko ta  mela lu i  usu lan  

Gubernur ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  da lam  menerb i t k an  objek  gugatan  dalam 

perkara  a quo  te lah  mela lu i  dengan  prosedur  dan  mengacu  

pada  keten tuan  Pasa l  126  ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  6 Tahun 2005 ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  mengi r im  sura t  kepada  Gubernur  Goronta lo  Nomor  

T.180/2418 /OTDA tangga l  27  Agustus  2010  yang  pada  

in t i n ya  meminta  k la r i f i k a s i  mengenai  sta tus  hukum 

Penggugat  yang           pada  waktu  i t u  masih  

bers ta tus  sebaga i  ca lon  Bupat i  Bone  Bolango  

te rp i l i h ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  te r sebu t  d i j awab  dengan  sura t  Nomor  

100/Pem/603/V I I I / 2 010  tangga l  30  Agustus  2010  

di t anda tangan i  Waki l  Gubernur  yang  pada  in t i n ya  

melaporkan  sta tus  ca lon  Bupat i  Bone Bolango  te rp i l i h  

bers ta tus  sebaga i  Terdakwa  dalam  t i ndak  pidana  
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korups i  dengan  menunjuk  sura t  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  L imboto  Nomor  :  W20-U2/279/HK.01 /V I I I / 2 010  

tangga l  30 Agustus  2010; - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  sudah  cukup  

alasan  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  a  quo   untuk  menyatakan  menolak  

gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  

Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM HAL PENUNDAAN/SKORSING :

13. Bahwa sete lah  Tergugat  membaca  dan  mempela ja r i  gugatan  

Penggugat  pada  halaman 8 angka  23 menyatakan  “Penggugat  

mengajukan  permohonan  penundaan/sko rs i ng  te rhadap  

Keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  sebaga i  ob jek  gugatan  

dalam perkara  a quo” .  Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  

67  ayat  (4 )  huru f  b  Undang- Undang  5  Tahun  1986  

disebu tkan   “permohonan  sebaga imana  dimaksud  da lam ayat  

(2 )  t i dak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  umum 

dalam  rangka  pembangunan  mengharuskan  di l aksanakan  

keputusan  te rsebu t ”.   Berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

maka  permohonan  penundaan  dapat   d iber i k an  te rhadap  

objek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  dalam  rangka  

pembangunan  demi  kepent i ngan  

umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 31 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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14. Bahwa permohonan  penundaan  te rhadap  Keputusan  Tergugat  

yang  menjad i  ob jek  gugatan  da lam perkara  a quo merupakan  

permohonan  yang  mengada- ada  dengan  alasan  t i dak  ada  

keadaan  yang  sangat  mendesak  (V ide  Undang- Undang Nomor 9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan fak ta  hukum ser ta  argumentas i  

te rsebu t  d i  atas ,   mohon  k i ranya   Maje l i s  Hakim   yang  

memer iksa   perkara   in i  berkenan  member ikan  putusan  dengan  

amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM HAL PENUNDAAN/SKORSING :

Menolak  permohonan  penundaan  Penggugat  te rhadap  keputusan  

yang  di j ad i kan  objek  gugatan  dalam  perkara  a 

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Memer iksa  dan  memutus  ekseps i  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum 

pemer iksaan  pokok  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mener ima  ekseps i  Tergugat  
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se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.75-

679   Tahun  2010  Tangga l  8  September  2010  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  Bone  Bolango  Prov ins i  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n ,  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Repl i k  te rhadap  Jawaban  Tergugat  te r t angga l  20  

Januar i  2011  dalam pers idangan  tangga l   20 Januar i  2011,  dan 

atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  Tergugat  te lah  mengajukan  

Dupl i knya  te r t angga l  1  Februar i  2011  dalam  pers idangan  

Halaman 33 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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tangga l  1   Februar i  2011,  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  

in i ,  maka is i  se lengkapnya  dar i  Repl i k   dan  Dupl i k  te r sebu t  

cukup  di tun j uk   pada  ber i t a  acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat   te l ah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  berupa  

fo to  copy  sura t - sura t   yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  dengan  

dibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 39,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.     Bukt i  P- 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  :  131.75  –  679  Tahun  

2010,  tangga l  8  September  2010  Tentang  

Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  Bone Bolango  

Prop ins i  Goronta lo .  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i  P- 2 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.75  – 677  Tahun  2010,  tangga l  8 

September  2010  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  Goronta l o .  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  P- 3 : Ber i t a  Acara  Nomor  :  28/BA/VI I / 2 010 ,  
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te r t angga l  12  Ju l i  2010,  ten tang  Rapat  

Pleno  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  

Dalam  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  

2010.  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

4.  Bukt i  P- 4 : Sura t  Ketua  KPU  Kabupaten  Bone  Bolango  

Nomor  :  203/KPU- BB/VI I / 2010 ,  te r t angga l  12 

Ju l i  2010,  Hal  :  Penganta r .  Dengan lampi ran  

Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor   10/KPU-

BB/2010,  te r t angga l  12  Ju l i  2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Terp i l i h  Dalam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  

2010.  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - -

5.  Bukt i  P- 5 : Sura t  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Bone  Bolango  Nomor  :  217/KPU-

BB/028 .436559 /V I I I / 2 010 ,  te r t angga l  16 

Agustus  2010  Per iha l  :  Pember i t ahuan  Calon  

Terp i l i h .   ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bukt i  P- 6 : Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  111/PHPU.D- VI I I / 2 010 .  

Halaman 35 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  P- 7 : Sura t  Ketua  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  :  170/DPRD-

BB/140 /2010 ,  te r t angga l  16  Agustus  2010  

Per iha l  :  Usulan  Pengesahan  Pengangkatan  

Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Terp i l i h  

Per iode  2010- 2015.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ;  - - - - - -

8.  Bukt i  P- 8 : Sura t  Ketua  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  :  170/DPRD-

BB/140 /2010 ,  te r t angga l  16  Agustus  2010  

Per iha l  :  Usulan  Pengesahan  Pengangkatan  

Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Terp i l i h  

Per iode  2010- 2015.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - -

9.  Bukt i  P- 9 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  (Ah l i )  te r t angga l  

24  September  2007  dan  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  (Ah l i )  te r t angga l  22  September  

2007.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  P- 10 : Sura t  Dakwaan Nomor  Regis te r  

Perkara  :  PDS-10/L IMBO/09/08 ,  te r t angga l  11 

September  2008.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.    Bukt i  P- 11 :  Sal i nan  Putusan  Pidana  

Nomor  :  280/P id .B /2008 /PN.LBT  atas  nama 
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Terdakwa  I r .  Abdul  Har is  Nadjamudin .  

(sesua i  fo to  copy  yang  te l ah  di l ega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.    Bukt i  P- 12 : Akta  Permin taan  Banding  

Nomor  :  30/Ak ta  Pid .B /2010 /  PN.LBT,  

te r t angga l  6  Ju l i  2010.  ( fo t o  copy  yang  

di l ega l i s i r )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.    Bukt i  P- 13 : Sura t  Ketua  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone 

Bolango  Nomor  :  170/DPRD-BB/142/2010 ,  

te r t angga l  19  Agustus  2010  Per iha l  :  

Laporan  Hasi l  Pemi lukada  Kabupaten  Bone 

Bolango .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - -

14.    Bukt i  P- 14 : Formul i r  Ber i t a  dar i  

Menter i  Dalam  Neger i  kepada  Gubernur  

Goronta lo ,  Nomor  :  T.180 /2418 /OTDA,  

te r t angga l  27 Agustus  2010.  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ; - - - - -

15.    Bukt i  P- 15 : Sura t  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  L imboto  Nomor  :  W20-U2/  

279/HK.01 /V I I I / 2 010 ,  te r t angga l  30  Agustus  

2010,  Per iha l  :  Penje lasan .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.    Bukt i  P- 16 :  Sura t  Waki l  Gubernur  

Goronta lo  Nomor  :  100/  Pem/603/V I I I / 2 010 ,  

Halaman 37 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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te r t angga l  30  Agustus  2010  Per iha l  :  

Laporan .  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.    Bukt i  P- 17 : Sura t  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  

Nomor  :  170/DPRD-BB/156 /2010 ,  te r t angga l  30 

Agustus  2010.   ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.    Bukt i  P- 18 : Pengesahan  Pengangkatan  

dan  Pengambi lan  Sumpah  sebaga i  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Bone  Bolango  pada  tangga l  18  

September  2010.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - -

19.    Bukt i  P- 19 :  Sura t  Sekre ta r i s  Daerah  

An.  Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  131/  

Pem/1620/ IX /2010 ,  te r t angga l  21  September  

2010,    Per iha l  :  Laporan  Pelan t i k an  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Bone  Bolango .  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.    Bukt i  P- 20 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Otonomi  Daerah  a.n .  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.75 /3225 /OTDA,  te r t angga l  8 

Nopember  2010  Per iha l  :  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  

Goronta lo .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.    Bukt i  P- 21 : Sura t  Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  

188.42 /Pem/281 /X I /  2010,  te r t angga l  10 

Nopember  2010  Per iha l  :  Penegasan  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  131.75- 679  

Tahun  2010.  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - -

22.    Bukt i  P- 22 : Sal i nan  Putusan  Perkara  

Nomor  :  280/P id .B /2008 /PN.LBT  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

23.    Bukt i  P- 23 : Sura t  Relawan  Har i s -

Hamim  (H2O)  &  Koal i s i  Masyaraka t  Bone 

Bolango  Nomor  :  99/ IX /H2O/BB/2010 ,  

te r t angga l  13  September  2010,  Hal  :  

Pernya taan .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.    Bukt i  P- 24 : Sura t  Asos ias i  

Pemer in tah  Kabupaten  Seluruh  Indones ia  

(APKASI)  Koord ina to r  Wi layah  Prov ins i  

Goronta lo  Nomor  :  06/APKASI- GTLO/XI /2010 ,  

te r t angga l  27  Nopember  2010  Hal  :  

Penin jauan  Kembal i  Sura t  Gubernur  Goronta lo  

Nomor  :  100/Pem/603/V I I I / 2 010  tangga l  30  

Agustus  2010  Per iha l  :  Laporan  dan  Usulan  

Halaman 39 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakt i f k an  Kembal i  Bupat i  Bone  Bolango  

I r .  Abd.  Har is  Nadjamuddin ,  ME.  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.    Bukt i  P- 25 : Sura t  Keputusan  Bupat i  

Bone  Bolango  Nomor  :  821.2 /BUP-

BB/SK/267 /2010 ,  te r t angga l  21  Desember  2010  

Tentang  Pengangkatan  Pejaba t  St ruk tu ra l  

Eselon  I I  Di  L ingkungan  Pemer in tah  

Kabupaten  Bone  Bolango .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

26.    Bukt i  P- 26 : Sura t  Keputusan  Bupat i  

Bone  Bolango  Nomor  :  821.3 /BUP-

BB/SK/270 /2010 ,  te r t angga l  21  Desember  2010  

Tentang  Pengangkatan  Pejaba t  St ruk tu ra l  

Eselon  I I I  Di  L ingkungan  Pemer in tah  

Kabupaten  Bone  Bolango .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

27.    Bukt i  P- 27 : Sura t  Keputusan  Bupat i  

Bone  Bolango  Nomor  :  821.3 /BUP-

BB/SK/279 /2010 ,  te r t angga l   Desember  2010  

Tentang  Pengangkatan  Pejaba t  St ruk tu ra l  

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon  I I I  Di  L ingkungan  Pemer in tah  

Kabupaten  Bone  Bolango .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

28.    Bukt i  P- 28 : Memor i  Banding  dar i  

Terdakwa  I r .  Abdul  Har i s  Nadjamuddin  Dalam 

Perkara  Pidana  Nomor  :  280/P id .B /  

2008/PN.LBT.  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - -

29.    Bukt i  P- 29 : Sura t  Pernya taan  Sikap  

dar i  masyaraka t  yang  d iwak i l i  o leh  Camat  

Ti l ongkab i l a ,  Kepala  Desa,  Ketua  Badan 

Permusyawara tan  Desa  dan  Lembaga 

Pemberdayaan  Masyaraka t  Desa Bongoime,  Desa 

Mountong ,  Desa  Tunggu lo ,  Desa  Lonuo,  Desa 

Mot i l ango ,  Desa  Permata ,  Desa  Tamboo,  Desa 

Toto  Utara ,  Desa  Tunggu lo  Sela tan ,  Desa 

Butu ,  Desa Bongo Pin i ,  Desa I l ohe luma,  Desa 

Bone  Panta i ,  Desa  Tihu ,  Desa  Batu  Hi jau ,  

Desa  Tamboo,  Desa  Tongo,  Desa  Huntu  Utara ,  

Desa  Ayula  Timur ,  Desa  Bulo ta l ang i  Timur ,  

Desa Bulo ta l ang i  Bara t ,  Desa Huntu  Sela tan ,  

Desa  Kemir i ,  Desa  Ombulo  Hi jau ,  Desa 

Uabanga,  Desa  Lembah  Hi jau ,  Desa  Tolu t i o ,  

Desa  Pel i t a  Hi jau ,   Desa  Bi lunga la ,  Desa 

Tunas  Jaya,  Desa  Bi lunga la  Utara ,  Desa 

Halaman 41 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkohubu  Timur ,  Desa  Helumo,  Desa 

Tulabo lo ,  Desa  Ti langobu la ,  Desa  Lombongo,  

Desa L ibungo,  Desa Lompotoo ,  Desa Tolomato ,  

Desa  Duano,   Desa  Ala le ,  Desa  Tingkohubu.  

Semuanya  pada  dasarnya  menyatakan  meminta  

I r .  H.  Abdul  Har i s  Nadjamuddin ,  ME kembal i  

menjad i  Bupat i  Bone  Bolango .  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

30.    Bukt i  P- 30 : Goronta lo  Post  ”  Ketua  

Dekab  Hambat  Pelan t i k an  H2O”  Senin  tangga l  

30  Agustus  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.    Bukt i  P- 31 : Goronta lo  Post  ”SK  Non-

Akt i f  Har is  Di tangan  Gubernur ”  Senin  

tangga l   18  Oktober  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32.    Bukt i  P- 32 : Goronta lo  Post  

”Kemendagr i  Warn ing  Gubernur ”  Selasa  

tangga l  19  Oktober  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

33.    Bukt i  P- 33 : Goronta lo  Post  ”SK  Non-

Akt i f  Gagal  Diserahkan”  Sabtu  tangga l  23  

Oktober  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAGE  

PAGE  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

34.    Bukt i  P- 34 : Goronta lo  Post  

”Gubernur  Serahkan  SK  Non  Akt i f ”  Rabu 

tangga l   27  Oktober  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35.    Bukt i  P- 35 : Goronta lo  Post  

”Mendagr i  Tunggu  Laporan  Gubernur ”  Sabtu  

tangga l  30  Oktober   2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36.    Bukt i  P- 36 : Goronta lo  Post  ”SK  Non 

Akt i f  Har is  Dicabu t  ?”  Senin  tangga l  15  

November  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37.    Bukt i  P- 37 : Goronta lo  Post  ”Re lawan  

H2O Segel  Kanto r - Sekolah ”  Kamis  tangga l  11 

November  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38.    Bukt i  P- 38 : Goronta lo  Post  ”5  

Bupat i  Desak  Gubernur  Tin jau  SK  Har i s ”  

Senin  tangga l  29  November  2010.  

(as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39.    Bukt i  P- 39 : Undang- Undang  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat   te l ah  mengajukan   bukt i  te r t u l i s  

Halaman 43 dar i  62 ha laman Putusan  No.175/G/2010 /PTUN- JKT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  

dengan dibe r i  tanda  T - 1 sampai  dengan  T - 11 ,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.    Bukt i  T- 1 : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  

Pengesahan  Pengangkatan ,  Dan  Pemberhent i an  

Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah.  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Bukt i  T- 2 : Sura t  Waki l  Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  100/  

Pem/603/V I I I / 2 010 ,  te r t angga l  30  Agustus  

2010  Per iha l  :  Laporan .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.    Bukt i  T- 3 : Sura t  Ketua  Pengad i l an  Neger i  L imboto  Nomor  

:  W20-U2/  279/HK.01 /V I I I / 2 010 ,  te r t angga l  

30  Agustus  2010,  Per iha l  :  Penje lasan .  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Bukt i  T- 4 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.75  – 679  Tahun  2010,  tangga l  8 

September  2010  ten tang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  

Goronta lo  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Bukt i  T- 5 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  a.n .  

PAGE  

PAGE  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.75 /3015 /OTDA,  te r t angga l  22  Oktober  

2010  Per iha l  :  Penonakt i f a n  Bupat i  Bone 

Bolango .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

6.    Bukt i  T- 6 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  a.n .  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.75 /3225 /OTDA,  te r t angga l  8  Nopember  

2010  Per iha l  :  Pemberhen t i an  Sementara  

Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo .  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Bukt i  T- 7 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  a.n .  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.75 /3758 /OTDA,  te r t angga l  10  Desember  

2010  Per iha l  :  Pemberhen t i an  Sementara  

Bupat i  Bone  Bolango  Prop ins i  Goronta lo .  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.    Bukt i  T- 8 : Putusan  Perkara  Nomor  :  

280/P id .B /2008 /PN.LBT  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

9.    Bukt i  T- 9 : Formul i r  Ber i t a  dar i  Menter i  Dalam  Neger i  
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kepada  Gubernur  Goronta lo ,  Nomor  :  

T.180/2418 /OTDA,  te r t angga l  27  Agustus  

2010.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ; - - - - -

10.    Bukt i  T- 10 : Akta  Permin taan  Banding  

Nomor  :  30/Ak ta .P i d .B /2010 /  PN.LBT,  

te r t angga l  6  Ju l i  2010.  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ; -

11.    Bukt i  T- 11 : Sura t  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  L imboto  Klas  I  B  Nomor  :  W20-

U2/227/HK.01 /V I I / 2 010 ,  te r t angga l  19  Ju l i  

2010,  Per iha l  :  Permin taan  Kut ipan  Amar  

Putusan .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pihak  Penggugat  dan  Terguga t  t i dak  

mengajukan  saks i  d ipe rs i dangan ,  walaupun  sudah  d ibe r i  

kesempatan  untuk  i t u  secara  

patu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Sdr .  H.  Hamim Pou  (Pe laksana  Tugas  

Bupat i  Bone  Bolango)  te l ah  hadi r  d ipe rs i dangan ,  yang  atas  

per tanyaan  Maje l i s  Hakim pada pokoknya  menyatakan  t i dak  masuk  

sebaga i  p ihak  dalam perkara  in i  dan  menyerahkan  pada  Maje l i s  

Hakim ten tang  hukumnya,  untuk  s ingka tnya  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  te l ah  
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menyerahkan  Kesimpulan  masing- masing  te r t angga l  24  Februar i  

2011  da lam pers idangan  tangga l  24  Februar i  2011,  yang  is i n ya  

cukup  di t un j uk  dalam  Ber i t a  Acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  Penggugat  dan  Terguga t  

menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  dan  mohon 

putusan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sete lah  memperhat i kan  

sega la        sesuatu  yang  te r j ad i  se lama pers idangan  perkara  

in i  ber langsung  sebaga imana  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Pers idangan  yang  bersangku tan ,  

ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

I . Dalam Eksepsi .

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

sebaga imana  te ru ra i   da lam  duduknya  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat ,  Tergugat  

da lam jawabannya  te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - -
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- Bahwa  gugatan  Penggugat  kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as  karena  

t i dak  sesua i  pos i t a  dengan  

pet i t umnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  d imaksud  pada  

pokoknya  te l ah  d iban tah  oleh  pihak  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  d imaksud  Maje l i s  

Hakim  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  sete lah  memperhat i kan  

gugatan  Penggugat  ya i t u  subyek  gugatan ,  pos i t a / dasa r  gugatan  

maupun  pet i t um/apa  yang  d imohon  untuk  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah,  pada  pokoknya   te l ah  memuat  apa  yang  d iu ra i kan  

dalam  keten tuan  Pasa l  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  juga  te l ah  memuat  maksud  

keten tuan  Pasal  53  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   oleh  karena  i t u  menuru t  Maje l i s  

Hakim  gugatan  Penggugat  te l ah  je l as  atau  t i dak  kabur ,  maka 

ekseps i  Terguga t  mengena i  ha l  in i  harus lah  d inya takan  t i dak  
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di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok Sengketa .

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduknya  

sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   gugatan  Penggugat  te rsebu t  pada  

pokoknya  p ihak  Penggugat  mohon  untuk  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah  objek  sengketa  berupa  :  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i    Nomor  :  131.75  –  679  Tahun  2010  tangga l  8  

September  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  Bone 

Bolango   Prop ins i  Goronta l o  (buk t i  P- 1  =  T-

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  dal i l - da l i l  

gugatannya  pada  pokoknya   mengemukakan  ha l - ha l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  bersama  pasangannya  ya i t u  H.  Hamim Pou 

mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Calon  

Waki l  Kepala  Daerah  pada  pemi l i han  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Bone Bolango  Prop ins i  Goronta l o  untuk  per i ode  

2010-

2015  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa sete lah  mela lu i  tahapan- tahapan,  maka  pada  tangga l  

12 Ju l i  2010 Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  Kabupaten  Bone 
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Bolango  dengan  sura t  Nomor  :  10/KPU- BB/2010  memutuskan  

dan  menetapkan  Penggugat  bersama  pasangannya  sebaga i  

pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Calon  Waki l  Kepala  

Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  2  Mei  2007,  Penggugat  te l ah  di te t apkan  

sebaga i  Tersangka  oleh  Kepala  Kejaksaan  Tingg i  Goronta lo  

dan  dibacakan  dakwaannya  tangga l  11  Nopember  2008  ser ta  

dipu tus  oleh  Pengad i l an  Neger i  L imboto  pada  tangga l  6 

Ju l i  2010.  Selan ju tnya  pada  har i  i t u  juga  Penggugat  

mengajukan  

band ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  27  Agustus  2010  Gubernur  Goronta lo  

meminta  pen je lasan  Ketua  Pengad i l an  Neger i  L imboto  

ten tang  proses  perad i l an  yang  di j a l an i  Penggugat  dan  

pada  tangga l  30  Agustus  2010  Ketua  Pengadi l an  Neger i  

L imboto  menindak lan j u t i n y a  dengan  Sura t  Nomor  :  W20-U2/  

279/HK.01 /V I I I / 2 010 ,  Per iha l  :  Penje lasan  yang  di tu j ukan  

pada  Gubernur  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  30  Agustus  2010   Waki l  Gubernur  

Goronta lo  mengi r im  sura t  kepada  Tergugat  dengan  Nomor  :  

100/Pem/603/V I I I / 2 010 ,          Per iha l  :  Laporan  (buk t i  

P- 16  =  T-
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2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  8  September  2010  Penggugat  disahkan  

pengangkatannya  dengan  sura t  keputusan  Nomor  :  131.75  – 

677  Tahun  2010  sebaga i  Bupat i  Bone  Bolango  Tahun  2010-

2015 (buk t i  P- 2) ; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  sura t  Tergugat  tangga l  8 September  2010  Nomor 

:  131.75  –  679  Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  Goronta lo ,  

Penggugat  dibe rhen t i k an  sementara  (buk t i  P- 1 = T- 4) ; - - -

Bahwa  pada  tangga l  18  September  2010  te rhadap  Penggugat  

dan  Waki lnya  di l akukan  pengambi lan  sumpah  jaba tan  dan  

disahkan  sebaga i  Bupat i  Bone 

Bolango  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  te tap  d i l akukan  pengambi l an  sumpah  dan  

pelan t i k an ,  maka  Penggugat  menja lankan  tugas  dan  

fungs inya  sebaga i  Bupat i  se jak  tangga l  18 September  2010  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa tangga l  8  Nopember  2010  Tergugat  mengeluarkan  Sura t  

Nomor  :  131.75 /3225 /OTDA yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  

Goronta lo  (buk t i  P-

20)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  10  Nopember  2010  berdasarkan  Sura t  
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Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  188.42 /Pem/281 /X I /  2010,  

Per iha l  :  Penegasan  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  yang  

di t u j u kan  kepada   Waki l  Bupat i  Bone  Bolango ,  Waki l  

Bupat i  Bone Bolango  mengambi l  a l i h  tugas ,  kewaj i ban  dan  

tanggung  jawab  sebaga i  pe laksana  tugas  Bupat i  Bone 

Bolango ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  te rb i t n ya  objek  sengketa  a quo  ya i t u  pada  bukt i  

P- 1  = T- 4,  menuru t  Penggugat ,  Tergugat  te lah  ber t i ndak  

ber ten tangan  dengan  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan/a tau  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  seh ingga  

pada pokoknya  mohon objek  sengketa  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Tergugat  dalam  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  pada  pokoknya  menyatakan  penerb i t an  ob jek  

sengketa   a quo  te l ah  sesua i  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan/a tau  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  ; - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mendasarkan  pada  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  dan  dal i l - da l i l  bantahan  Tergugat ,  Maje l i s  Hakim 

akan  melakukan  uj i  keabsahan  hukum te rhadap  keputusan  objek  
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sengketa  dengan  menggunakan  to l ak  ukur  keten tuan  Pasal  53  

ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  apakah  objek  

sengketa  d i t e r b i t k an  sesua i  dengan  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan/a tau  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  atau  

t i dak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dalam penje lasan  resmi  Pasa l  53  ayat  

(2 )  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  disebu tkan  

bahwa  suatu  keputusan  ta ta  usaha  negara   dapat  d in i l a i  

ber ten tangan  dengan  perundang- undangan  yang  ber laku  apab i l a  

keputusan  te rsebu t  d ike lua r kan   o leh  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  t i dak  berwenang,  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

perundang- undangan  yang  bers i f a t  prosedura l / f o rma l ,  

ber ten tangan  dengan  perundang- undangan  yang  bers i f a t  mater i i l  

substans ia l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  kewenangan,  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  24  ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  pada  

pokoknya  te l ah  mengura i kan  apa  yang  dimaksud  dengan  Kepala  

Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa   memperhat i kan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  Para  Pihak ,  khususnya  objek  sengketa ,  maka Penggugat  

ada lah  Kepala  Daerah  untuk  t i ngka t  Kabupaten  ya i t u  Kabupaten  

Bone Bolango  Prop ins i  Goronta lo  yang  dibe rhen t i k an  sementara  

oleh  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  untuk  melaksanakan  

Undang- Undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang  Pemer in tahan  Daerah  

di t e t apkan  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  6 

Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  126  ayat  (1 )  sampai  

dengan  ayat  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  2005  pada  

pokoknya  mengatu r  ten tang  kewenangan  Pres iden  untuk  

memberhent i kan  sementa ra  Gubernur  dan/a tau  Waki l  

Gubernur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  126  ayat  (4 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Berdasarkan  bukt i  reg i s t e r  perkara  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (2 ) ,  Menter i  Dalam  Neger i  memberhent i kan  

sementara  Bupat i  dan/a tau  Waki l  Bupat i ,  Wal iko ta  dan/a tau  

Waki l  Wal iko ta  mela lu i  usu lan  
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Gubernur ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  d ia tas  d ihubungkan  

dengan  objek  sengketa  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t ,  maka 

dar i  seg i  kewenangan  t i ndakan  admin is t r a s i  Tergugat  te lah  

sesua i  perundang- undangan  yang  ber l aku  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  prosedura l / f o rma l  Maje l i s  

Hakim  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  126  

ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005,  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim  keten tuan  perundang- undangan  te l ah  

member ikan  kewenangan  yang  da lam  Hukum Admin is t r a s i  Negara  

dikena l  dengan  is t i l a h  kewenangan  te r i k a t  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i ,  o leh  karena  i t u  Menter i  Dalam  Neger i  t i dak  

dapat  menafs i r kan  la i n  dar i  apa yang  te l ah  dican tumkan  secara  

tegas  dalam  keten tuan  

dimaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  d isahkan  pengangka tannya  

sebaga i  Bupat i  Bone  Bolango  pada  tangga l  8  September  2010  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.75  – 677 Tahun 2010,  Tentang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  

Goronta lo .  (v ide  bukt i  P-

2) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Menimbang,  bahwa pada  tangga l  yang  sama ya i t u  tangga l  

8  September  2010  Penggugat  d ibe rhen t i k an  sementara  o leh  

Menter i   Dalam Neger i  dengan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  131.75  – 679 Tahun 2010,  Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Bone Bolango   Prop ins i  Goronta lo  (v i de  bukt i  

P- 1  =  T-

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  126  ayat  

(4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005,  maka  usu lan  

Gubernur  dimaksud  ten tu  harus lah  ada dan bers i f a t  tegas  untuk  

usu lan  pemberhent i an  sementara  sebe lum  keputusan  

pemberhent i an  sementara  

di t e rb i t k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  Para  Pihak ,  te rnya ta  t i dak  te rdapa t  bukt i  

sebaga imana  dimaksud  keten tuan  perundang- undangan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  ob jek  sengketa  Tergugat  

menyatakan  membaca  Sura t  Gubernur  Goronta lo  Nomor  :  

100/Pem/603/V I I I / 2 010  tangga l  30  Agustus  2010  Per iha l  :  

Laporan  (v i de  bukt i  P- 16  =  T-

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  memperhat i kan  bukt i  P-
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16  = T- 2,  tangga l  30  Agustus  2010,  maka pada  sura t  i t u  pada  

pokoknya  mohon/usu l  untuk  dapat  menerb i t kan  sura t  keputusan  

ten tang  pengesahan  pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bone 

Bolango  2010- 2015,  bukan  untuk  usu l  pemberhen t i an  

sementa ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  Maje l i s  Hakim  sura t  d imaksud  

ada lah  je l as  untuk  usu l  pengesahan  pengangka tan  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  dan  hal  i t u  log i s  karena  saat  i t u  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  be lum  disahkan  pengangkatannya ,  sebaga imana  

te lah  di j e l a s kan  dia tas  Penggugat  baru  disahkan  

pengangkatannya  tangga l  8  September  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perundang- undangan  te lah  

menentukan  secara  tegas  prosedur  pemberhent i an  sementara  

dimaksud  mela lu i  usu lan  Gubernur  dan  t i dak  ada  satu  bukt i kan  

yang  menunjukkan  te l ah  te rpenuh inya  prosedur  dimaksud,  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim penerb i t an  objek  sengketa  dengan sega la  

apa  yang  te rmuat  dida lamnya  mengandung  cacat  

yur id i s  ; - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa se la i n  i t u  Tergugat  juga  ke l i r u  da lam 

menerb i t kan  objek  sengketa  mendasarkan  pada Pasa l  31 ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  32 Tahun  2004  jo .  Pasal  126 ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  karena  

keten tuan  sebaga imana  yang  di j ad i kan  dasar  oleh  Terguga t  
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dia tas  seharusnya  t i dak l ah  dapat  d ip i sahkan  dengan  keten tuan  

Pasa l  126  ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005,  

seh ingga  je l as  keten tuan  sebaga imana  dican tumkan  dalam objek  

sengketa  a  quo  untuk  pemberhen t i an  sementara  Kepala  Daerah  

dan/a tau  Waki l  Kepala  Daerah  ya i t u  Gubernur  dan/a tau  Waki l  

Gubernur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Maje l i s  Hakim  seharusnya  

keten tuan      Pasal  31 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  32 Tahun  

2004 te rsebu t  d ihubungkan  dengan keten tuan  Pasa l  126 ayat  (4 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun   2005; -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   atas  per t imbangan- per t imbangan  

dia tas ,  maka  penerb i t an  objek  sengketa  in  l i t i s  mengandung 

cacat  yur i d i s  karena  te l ah  d i t e rb i t k an  o leh  Tergugat  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  dengan  demik ian  t i ndakan  admin is t r a s i  Tergugat  te l ah  

memenuhi  kr i t e r i a  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  

karenanya  te rhadap  ob jek  in  l i t i s  harus  

diba ta l kan  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rbuk t i  ob jek  sengketa  

in  l i t i s  mengandung  cacat  yur i d i s ,  maka  gugatan  Penggugat  

mengenai  ha l  in i  dapat  d ikabu l kan  dan  mewaj ibkan  kepada  
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Tergugat  untuk  mencabut  sura t  keputusan  objek  sengketa  

dimaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  Penggugat  untuk  

menunda pe laksanaan  objek  sengketa ,  Maje l i s  Hakim berpendapa t  

bahwa  o leh  karena   berdasarkan  bukt i - bukt i   yang  dia jukan  

Para  Pihak  te rnya ta  roda  pemer in tahan  te lah  di l aksanakan  o leh  

Waki l  Bupat i ,  maka  permohonan  Penggugat  te rsebu t  t i dak  

re levan  lag i  untuk  dipe r t imbangkan  dan  harus lah  

dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  Penggugat  untuk  

mewaj ibkan  Tergugat  merehab i l i t a s i  hak- hak  Penggugat  sebaga i  

Bupat i  Bone  Bolango  te rp i l i h  seper t i  semula ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  oleh  karena  proses  perad i l an  p idana  

te rhadap  Penggugat  masih  ber ja l an  seh ingga  be lum  te rdapa t  

bukt i  berdasarkan  putusan  pengad i l an  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum  te tap  yang  menyatakan  Penggugat  t i dak  

bersa lah ,  maka  te rhadap  permohonan  Penggugat  dimaksud  

belum/ t i dak  dapat  

d ikabu l kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  per t imbangan  dia tas ,  maka 

gugatan  Penggugat  da lam  sengketa  in i  harus lah  dikabu l kan  

untuk  sebag ian  dan menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  
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dikabu l kan  untuk  sebag ian ,  maka  sesua i  keten tuan  Pasal  110  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  te rhadap  Tergugat  d ihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  dican tumkan  

dalam  dic t um 

putusan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  maka  te rhadap  ala t - ala t  

bukt i  yang  d ia j ukan  Para  Pihak  te l ah  dipe r t imbangkan  secara  

seksama,  namun  untuk  mengadi l i n ya  dan  memutus  sengketa  

dipaka i  a la t - a la t  bukt i  yang  re levan  sa ja ,  sedangkan  te rhadap  

ala t  bukt i  se leb ihnya   te tap  di l amp i r kan  menjad i  satu  

kesatuan  dengan berkas  perkara  ; - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ya i t u  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  

te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  dan  

pera tu ran  perundang- undangan   la i n  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :

I . Dalam Eksepsi  :

- Menyatakan  ekseps i  Tergugat  t i dak  

di t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok Sengketa  :
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1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

sebag ian  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.75  – 679 Tahun 2010 tangga l  8 September  2010  

Tentang  Pemberhent i an  Sementara  Bupat i  Bone  Bolango  

Prop ins i  Goronta l o  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i    Nomor  :  131.75  – 679  Tahun  2010  

tangga l  8 September  2010 Tentang  Pemberhent i an  Sementara  

Bupat i  Bone  Bolango   Prop ins i  

Goronta lo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se leb ihnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  se jumlah  

Rp.  174.000 , -  (Sera tus  tu j uh  puluh  empat  r i bu  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  musyawarah  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  har i  Selasa  

tangga l  8 Maret  2011 oleh  kami  GURUH JAYA SAPUTRA, S.H se laku  

Hakim  Ketua   Maje l i s ,  bersama dengan     H.  MUSTAMAR, S.H. ,  

M.H dan  BONNYARTI  KALA LANDE,  S.H. ,  M.H masing- masing  se laku  

Hakim  Anggota ,  putusan  in i  d iucapkan  dalam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum  pada  har i  Kamis   tangga l  10  Maret  2011 

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh   MULYATI,  
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HAKI M KETUA MAJELI S,

              t . t . d

GURUH JAYA SAPUTRA,  S. H

HAKI M ANGGOTA I I ,

                         t . t . d

BONNYARTI  KALA LANDE,  S. H. , M. H 

HAKI M ANGGOTA I ,

              t . t . d

H.  MUSTAMAR,  S. H. ,  M. H
S.H sebaga i  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ,  dengan  d ihad i r i  o leh  I r .  Abdul  Har is  Najamudin  

didamping i  Kuasa  Hukumnya  dan  Kuasa  Hukum 

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - -

      PANITERA  PENGGANTI,

                                                          t . t
.d

             MULYATI ,  S.H.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :
1.  Pendaf ta ran…………………………… Rp.       30.000 , -  
2. ATK……………………………………. Rp.  50.000 , -
3.  Panggi l an - Pangg i l an….……………… Rp.       80.000 , -
4.  Metera i  Putusan….. .…………………Rp.          6.000 , -
5.  Redaks i  Putusan……………………… Rp.          5.000 , -
6.  Leges  Putusan   ….…………………..Rp.          3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +
Rp.      174.000  , -

                         (Sera tus  tu j uh  puluh  empat  
r i bu  rup iah )   
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